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NOMOR  4 TAHUN  2006   SERI A.3   

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 
NOMOR  4   TAHUN   2006 

 
TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 

 TAHUN 2006 TENTANG  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

  TAHUN  ANGGARAN  2006 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

 

Menimbang    : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat     : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 
2006  

 
b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf “a”, perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2006, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah   dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
 



 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4502); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4503); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574)); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4576); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
 
 



 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165); 

 
26. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
 
27. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 

 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 55 Seri E.4); 

 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2006 Nomor 1, Seri A.1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PANDEGLANG 

dan 

BUPATI  PANDEGLANG 

 
 

MEMUTUSKAN:  
 
 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 

TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 
 
 

Pasal  1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran  Pendapatan  
dan Belanja  Daerah  Tahun   Anggaran 2006  (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A.1) 
diubah sebagai berikut : 

 



 

1. Pendapatan : 

Semula    Rp.  587,842,068,000 

Bertambah    Rp.   19,066,544,000    

      Jumlah Pendapatan setelah perubahan                   Rp.   606,908,612,000       

 

 

 

2. Belanja  

Semula         Rp.      717,731,018,000 

Bertambah        Rp.       73,227,961,000     

    Jumlah Belanja setelah Perubahan                   Rp.        790,658,979,000      

     Surplus/Defisit setelah perubahan         Rp.   (183,750,367,000) 

 

3. Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan  

Semula         Rp.    207,938,950,000 

Bertambah                Rp.        9,744,417,000 

 

    Jumlah Penerimaan setelah perubahan                 Rp.        217,683,367,000     

 

Pengeluaran Pembiayaan 

Semula          Rp.      78,050,000,000 

Bertambah             Rp.      44,117,000,000 

 

   Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                  Rp.          33,933,000,000     

 

   Jumlah Pembiayaan setelah perubahan         Rp.     183,750,367,000        

 

Pasal  2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

 

1. Lampiran I 
 

2. Lampiran II 
 

 

3. Lampiran III 
 

4. Lampiran IV 
 

5. Lampiran V 
 

6. Lampiran VI 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Fungsi Belanja, Bidang Pemerintahan, Satuan Kerja dan 

Jenis Belanja; 

Rekapitulasi APBD menurut Satuan Kerja; 
 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan; 
 

Daftar Piutang Daerah; 
 

Daftar Pinjaman Daerah; 



 

 

7. Lampiran VII 
 

8. Lampiran VIII 
 

9. Lampiran IX 
 
     10. Lampiran X 

 

Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; 

 

Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah; 
 

Daftar Dana Cadangan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang Kewenangan Unit Organisasi, 

Program dan Kegiatan. 

 

    Pasal  3 

 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

         Pasal  4 

 

Sebagai landasan Operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

 

Pasal  5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 
                                   Disahkan di Pandeglang 
                                   pada tanggal  9  Oktober 2006 
 

                BUPATI  PANDEGLANG, 

               

CAP  / TTD 

 

                                                                   A. DIMYATI  NATAKUSUMAH 

 
Diundangkan  di  Pandeglang 
pada  tanggal  9 Oktober 2006 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

  

CAP/ TTD 
 

 

   ENDJANG  SADINA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

TAHUN   2006    NOMOR 4       SERI   A.3 

 
Perda/Perubahan Apbd2006 



 

 

 
 


